
SISTEM LAYANAN RUJUKAN 

TERPADU PENANGANAN 

KEMISKINAN SABILULUNGAN DI 

KABUPATEN BANDUNG 



Luas Wilayah : 176.238,67 Ha

Jumlah Penduduk : 3.7 Jiwa

Jumlah Penduduk Laki-

Laki
: 35,80 %

Jumlah Penduduk

Perempuan
: 34,36 %

Jumlah Anak : 29,84%

Kepadatan Penduduk : 1.969  org/KM2

Laju Pertumbuhan

Penduduk
: 1,86 %

IPM : 71.02



• “Memantapkan Kabupaten Bandung 
yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, 
melalui Tata Kelola Pemerintahan yang 
Baik dan Sinergi Pembangunan 
Perdesaan, Berlandaskan Religius, 

Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

VISI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021



MISI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 -2021

1. Peningkatan kualitas sumber daya
manusia

2. Menciptakan pembangunan ekonomi yang 
berdaya saing

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur
dasar terpadu dengan tata ruang wilayah

4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih



EVALUASI CAPAIAN IKU TAHUN 2018

No Indikator Kinerja Utama
Target 
2018

Realisasi 
2018

Tingkat 
Realisasi (%)

Target

2019 2020

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,35 71,75 100,56 71,84 72,32

2 Tingkat Kemiskinan 7,13 6,65 106,73 6,9 6,68



DATA 
BPS

292,155

279,488

271,732

264,129

281,040

272,650

268,002

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

250,000

255,000

260,000

265,000

270,000

275,000

280,000

285,000

290,000

295,000

JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN ANGKA KEMISKINAN 
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018

8,99

8,33

7,94

7,65

8,00

7,61

7,36

Target  
RPJMD 

2018 6,9 

6,65

2018



2018





DATA YANG 
TERUPDATE DI 

SLRT PK 
SABILULUNGAN 

Basis Data Terpadu
1.300.000 (D4)

PBI (D3) 
1.223.438

BPNT (D2)
166. 946

PKH (D1) 
90.285

PERLUASAN
PKH 32,704 

122.989



STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
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PENDANAAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN

ALOKASI DANA
PERIMBANGAN 

DESA (ADD)

DANA DESA 
(DD)

KABUPATEN

PROVINSI PUSAT
DUNIA 
USAHA 
(CSR)
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KELEMBAGAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

12



KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN :

• TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG
DIDALAMNNYA TERDAPAT SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
PENANGANAN KEMISKINAN SABILULUNGAN ( KOORDINATOR
LAPANGAN/TIM REAKSI CEPAT TRC TKPK KABUPATEN BANDUNG

• PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERADA DI 270 DESA DAN 10
KELURAHAN



KETUA
WAKIL BUPATI BANDUNG

WAKIL KETUA 
SEKRETARIS DAERAHKELOMPOK PROGRAM BANTUAN 

SOSIAL TERPADU BERBASIS 
KELUARGA

KETUA
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT
WAKIL KETUA

KEPALA DINAS SOSIAL
ANGGOTA

KELOMPOK PROGRAM 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KETUA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA

WAKIL KETUA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG

ANGGOTA

KELOMPOK PROGRAM BERBASIS 
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN 

KECIL
KETUA

ASSISTEN PEREKONOMIAN DAN 
PEMBANGUNAN
WAKIL KETUA

KEPALA DINAS KOPERASI,USAHA KECIL 
DAN MENENGAH

ANGGOTA

SEKRETARIAT

KETUA

SEKRETARIS 
BADAN 

PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 

DAERAH

ANGGOTA

POKJA 
PENDATAAN 
DAN SISTEM 
INFORMASI

KETUA

KEPALA DINAS 
KOMUNIKASI, 
INFORMATIKA 

DAN STATISTIK

WAKIL KETUA

KEPALA BIDANG 
BADAN PUSAT 

STATISTIK

ANGGOTA

POKJA 
PENGEMBANGAN 

KEMITRAAN
KETUA

KEPALA BIDANG 
PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 
PEREKONOMIAN 

PADA BADAN 
PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 

DAERAH
WAKIL KETUA

KEPALA SUB 
BAGIAN PADA 
KOORDINASI 

PEREKONOMIAN 
SETDA

ANGGOTA

POKJA 
PENGADUAN 
MASYARAKAT

KETUA
KEPALA BIDANG 

DI DINAS 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 
DESA

WAKIL KETUA
MANAJER SLRT

ANGGOTA

SEKRETARIS

KEPALA BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH

WAKIL SEKRETARIS

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA

Bagan Struktur Organisasi
Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan Kabupaten Bandung

Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Perpres Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 

Perpres No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan 
Perda No. 10 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung

POSISI SLRT PK 
SABILULUNGAN

PENANGGUNG JAWAB
BUPATI BANDUNG1



PERAN  STRATEGIS TKPKD KABUPATEN BANDUNG

TKPK 
KAB.BANDUNG

MEMFASILITASI PROSES 
PERENCANAAN  DAN 

PENGANGGARAN  YANG 
PRO-POOR OLEH SKPD 

TERKAIT 

MENGANALISA KONDISI 
KEMISKINAN DI 

KABUPATEN BANDUNG 
SESUAI DENGAN  BIDANG 
INDIKATOR KEMISKINAN

MENYUSUN STRATEGI 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

DAERAH (SPKD) YANG 
TERINTEGRASI DENGAN RPJMD MELAKUKAN ADVOKASI 

PEMANTAUAN DAN 
PENGENDALIAN 

PROGRAM 
PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN

MENYUSUN DAN 
MELAPORKAN HASIL 

PELAKSANAAN 
PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN DI DAERAH 
(LP2KD) 

PENGUATAN DATA BASE 
KEMISKINAN

OLEH DINAS 
SOSIAL/SLRT



PROFIL SLRT PENANGANAN KEMISKINAN  
SABILULUNGAN KABUPATEN BANDUNG  

2



1. Penanganan Masalah Kemiskinan maupun Masalah Sosial Lainnya
masih bersifat sektoral dan parsial/masing-masing Perangkat Daerah

2. Penanganan Masalah Kemiskinan cenderung masih bersifat bersifat
fragmentaris, sektoral, reaktif dan belum melembaga.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 telah mengamanatkan
bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh
pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain
harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu.

4. Indonesia No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin telah
menyatakan bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang
terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan atau Masyarakat. Kebutuhan dasar adalah
kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan,
pekerjaan, dan/ atau pelayanan sosial

LATAR 
BELAKANG



REGULASI



REGULASI DAERAH TENTANG SLRT 
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1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANDUNG

2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

3. PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU

PENANGANAN KEMISKINAN SABILULUNGAN

4. PERATURAN BUPATI NOMOR 112 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN

KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU DILUAR PENERIMA BANTUAN IURAN

JAMINAN KESEHATAN BAGI PENERIMA SKTM KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BANDUNG

4. PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

5. PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

6. KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 465/KEP.687-DINSOS/2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNSUR

PELAKSANA SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN SABILULUNGAN

7. KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR 463/8165/DINSOSTENTANG PENUNJUKAN UNSUR

PELAKSANA SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMIKINAN SABILULUNGAN

8. SURAT EDARAN KA. DINSOS NO. 463/2244/DINSOS TAHUN 2017 TENTANG PENJELASAN

PUSKESOS



REGULASI DAERAH 2018 TENTANG SLRT 
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1. PERATURAN BUPATI NOMOR PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG ALOKASI

DANA PERIMBANGAN DESA

2. PEUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 112 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU DILUAR

PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENERIMA SKTM KESEHATAN DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG( ORANG TERLANTAR DAN ODGJ)

3. PERBUB NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA

PERIMBANGAN DESA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018

4. INSTRUKSI BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG SINERGI PEMBANGUNAN

PERDESAAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018

5. PERDA SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG

TIDAK MAMPU , DI USUNG OLEH DPRD

( RAPERDA INISIATIF DPRD )

6. DRAFT PERBUB SOP “ INTEGRASI LAYANAN P2TP2A DENGAN SLRT

(PROSES PENANDATANGANAN)



PENETAPAN PERDA SLRT DI 
PARIPURNA DPRD  HARI KAMIS 

TANGGAL 11 OKTOBER 2018  



STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL 

Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 
Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di daerah 

Kabupaten /Kota 

Tujuan untuk dilaksanakan secara dini

Tuntutan publik
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SLRT



PERDA 13 TAHUN 2018 
TENTANG SISTEM LAYANAN RUJUKAN
TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR
MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
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SLRT PK SABILULUNGAN HADIR UNTUK :
(1) Memastikan Masyarakat itu termasuk

Fakir Miskin atau Orang Tidak Mampu
(2) Apakah sudah Mendapatkan Akses

Perlindungan dan Pelayanan sosial
(3) Dan apakah Program tersebut telah

Terintegrasi
(kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan,

pendidikan, pekerjaan, dan/ atau pelayanan sosial
kekerasan terhadap perempuan dan anak serta
masalahan LAINNYA )

1 Manager
1       Pendamping Daerah 
31 Supervisor
280   Fasiitator
1400 Penyelenggara  

Puskesos

SDM 



JUMLAH KASUS YANG DITANGANI OLEH SLRT / KATEGORI   TUNTAS

1,520

982

114 113 56 15 23 21 15

2,150

325

15 21 10 13 8 10 22
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Kesehatan Rutilahu Pendidikan Kekerasan
Anak

Lansia
Terlantar

Kekerasan
Thd

Perempuan

Disabilitas Orang
Terlantar

HIV AIDS

Per 31 Desember 2018 Per maret 2019

Kesehatan 1.520 2.150
Rutilahu 982 325
Pendidikan 114 15
Kekerasan Anak 113 21

Lansia Terlantar 56 10

Kekerasan Thd Perempuan 15 13
Disabilitas 23 8

Orang Terlantar 21 10
HIV AIDS 15 22



TAHAPAN PENGEMBANGAN SISTIM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN 
SABILULUNGAN 2019

911 Unit Reaksi Cepat SLRT  

Regulasi /Sapras 

Regulasi /Sapras 

Regulasi Honorarium/Sapras 

Kelembagaan ,Regulasi, Sekretariat 

Tahap 4

Tahap 3

Tahap 2

Tahap 1

MOBILISASI SUMBER DAYA

Tahap 5

1 Orang Manager, 
Fasilitator,       280
Supervisor,      31 

Puskesos 280 

1 Mobil Ambulance,  1 
Mobil Operasional, 31 
Mobil PusKeling

1 PerBup Tentang 
Puskesos,  
1 tentang ADPD, 

31 Laptop,
280 Tab,
Honorarium Fasilitator/ 
Updating Data

1 Gedung Sekretariat,
Regulasi,
Sapras Pendukung Sekretariat
SLRT

2019 



MEKANISME KERJA SLRT PENANGANAN KEMISKINAN SABILULUNGAN

M

A

S

Y

A

R

A

K

A

T
SEKSI PENGADUAN, 

DATA DAN INFORMASI

SEKSI PENANGANAN 

KEMISKINAN BERBASIS 

PENDIDIKAN

SEKSI PENANGANAN KEMISKINAN 

BERBASIS SOSIAL EKONOMI, 

KKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 

DAN ANAK 

SEKSI PENANGANAN 

KEMISKINAN BERBASIS 

KESEHATAN

REKOMENDASI

FASILITATOR SLRT 

Supervisor
/TKSK 

Manager 

Server 
Pusat 

SLRT DAN 
SIKS NG

PROGRAM 
NASIONAL

PUSDATIN 
KEMENSOS 

RI

MASYARAKAT

PROGRAM 
PERLINDUNGAN 

SOSIAL

APLIKASI SLRT
(SLRT ANDROID DAN SIKS NG)

PENERIMAAN KELUHAN MELALUI CALL CENTRE, 
MEDSOS DAN WHATSAPP

SLRT
SABILULUNGAN 

PUSKESOS

DESA/KEL 

- PD TERKAIT

- BAZ KAB

- CSR

- SELESAI DI TINGKAT 

DESA ATAU

- DI RUJUK KE SLRT 

KABUPATEN BANDUNG 

CSR , 
DONATUR , 

APBN, 
APBD



FRONT OFFICE

BAGIAN INFORMASI & REGRISTRASI

(1 ORANG)

BAGIAN REVIEW & ANALISIS

(1 ORANG)

BACK OFFICE
BAGIAN  PENDIDIKAN

(1 ORANG DISDIK )

BAGIAN KESEHATAN 

(1 ORANG DINKES)

BAGIAN  SOSIAL EKONOMI

(KEKERASAN PADA ANAK DAN 
PEREMPUAN )

(2 ORANG)

BAGIAN PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN

HARAPAN (1 ORANG)

LEMBAGA KOORDINATOR 
KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAGIAN PENGOLAHAN DATA

(1 ORANG)

KETUA

(KEPALA DINAS 

SOSIAL)

MANAGER (1) 

KABID FM 

SUPERVISOR /TKSK

31 ORANG

(3 APBN, 29 APBD)

FASILITRATOR /

PSM AKTIF 

280 ORANG

( 50 APBN, 230 

APBD )

TKPK KABUPATEN BANDUNG

BAPPEDA & PD

Koordinasi dan 
Konsolidasi

APBNA
PBD
CSR, 
BAZ

SDM  PELAKSANA SLRT PENANGANAN KEMISKINAN SABILULUNGAN 

TKPK
POKJA 

KELUHAN 
RUJUKAN 

A
S
N



Keluarga Pak 
Bambang

RTLH

NON 
LISTRIK

Anak
Sekola

h

Pogram
Bantuan

COMPLEMENTARY PROGRAMS

Perumahan
Rumah Pak Bambang dan
keluarganya tidak layak
huni , hanya memiliki 
kamar 1 dan tidak 
memiliki toilet 
APBD. APBN. CSR 

Kesehatan
Pak Bambang dan
keluarganya tidak 
memiliki jaminan 
kesehatan 
PBI APBN dan PBI APBD, 
SKTM 

Perumahan
Rumah Pak Bambang dan
keluarganya tidak teraliri
listrik.

Pak Bambang dan 
istrinya tidak memiliki 
pekerjaan yang layak 
Program pemberdayaan 
ekonomi  

Pendidikan
Anak Pak Bambang masih
usia sekolah

Kepesertaan Program
Pak Bambang dan keluarganya Belum
pernah mendapatkan program dari
Pemerintah (BPNT, KUBE, LISTRIK 
Bersubsidi dll) 

CONTOH

29



(1)  ANGGARAN  SLRT
APBD  KABUPATEN BANDUNG 2019

HONORARIUM  31 SUPERVISOR 

Rp 500.000/BLN X 10 BLN = Rp 155.000.000 

HONORARIUM 280  FASILITATOR 

Rp 350.000/BLN X 1O BLN = Rp 980.000.000

UANG PULSA RP. 50.000 X 280 X 10 BLN = 140,000,000 

PUSKESOS 280 Desa/ADPD

(BOP dan SAPRAS MINIMAL 40 JUTA /Tahun) 11.2 MILYAR

ANGGARAN KEGIATAN DINAS SOSIAL SLRT  

(  PENINGKATAN KAPASITAS 1.M)  FASILITATOR, PUSKESOS 

MEMBANGUN GEDUNG SLRT 5,6 MILYAR TERMASUK 
DATA CENTER  

1

2

3

4

5

53 
milya

r



ANGGARAN PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN DAN PMKS  

TAHUN 2019 
54.660.431.290,00



SARANA PRASANARA 
SLRT 

PK SABILULUNGAN 



SEKRETARIAT SLRT PENANGANAN KEMISKINAN SABILULUNGAN 
JL.RAYA SOREANG KABUPATEN BANDUNG



RUANG KONSELING ANAK / SLRT RAMAH ANAK 



Tengah Masyarakat Untuk Menyelesaikan Masalah Kesejahteraan Sosial “



MOBIL OPERASIONAL 
SLRT







MOTOR SLRT



MOBIL SISIR 
SABILULUNGAN





KEMITRAAN 



KEMITRAAN SLRT PK SABILULUNGAN

PEMERINTAH DAERAH , DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT.



Dinas 
Pendidikan

Program 
Indonesia 
Pintar/ KIP

Pendidikan 
Inklusif

Biaya Operasional 
Sekolah, Biaya 

PersonalPendidikan

Dinas 
Kesehatan

PBI APBN , PBI 
APBD, 

SKTM, 
Pelayanan 

Rumah Sakit, 
PusKesMas/      
Pus Keling

Dinas 
PerKimTan

RuTiLaHu

Air Bersih

PEMAKAMAN 
BAGI 

MASYARAKAT 
MISKIN

Dinas 

Sosial
DP2KBP3A

Dinas 
Tenaga 
Kerja

26 PMKS

Kekerasan 
Terhadap 
Anak dan 

Perempuan

Alat 
Kontrasepsi 

Bagi Keluarga 
Penerima 
Manfaat

Pelatihan 
Tenaga Kerja 

dan 
Perlindungan 
Tenaga Kerja 

Indonesia



PLN 

LISTRIK BAGI 
MASYARAKAT 

MISKIN 

JABAR CAANG 
2018 

DISNAKER

KURSUS 
BAHASA 
INGGRIS 

DAN 
JEPANG 

PROGRAM 
MAGANG 

DISKOPERINDAG

GAS 3 KG  

DISDUKCAPIL P2TP2A

SISIR 
ADMINDUK

2018
PERLUASAN 
PELAYANAN 

SOP 
PENANGANAN 

KEKERASAN 
ANAK DAN 

PEREMPUAN

OPM 

INDAG 



Pemberian 
makanan 
tambahan 

ikan 

DISKOPERINDAG

Pelatihan 
Pengemasan 

( Kube)   

2019
PERLUASAN 
PELAYANAN 

Dinas Pangan UMKM

Koperasi SLRT



Yayasan 
Daarut Tauhid

LSM SAPA DOMPET DHUAFA
CSR RS 

SANTOSA
CSR RS SOREANG

LSM BAHTERA 
DAN SRIKANDI 

PATUHA
LKKS

JEJARING SLRT



KOMITE MATA DAERAH RUMAH BERSALIN CUMA CUMA
PANTI REHAB 
NAFZA BUMI 

KAHEMAN 

CSR 
BAZ

JEJARING SLRT



Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan Sabilulungan

adalah tempat pemberian pelayanan
secara terintegrasi di bidang pelayanan
kesejahteraan sosial yang berkedudukan
di desa/kelurahan di dasarkan pada
pemanfaatan pelayanan pendidikan,
kesehatan, kependudukan, sosial,
ekonomi dan usaha serta pelayanan
dasar lainnya yang dibutuhkan oleh
masyarakat

sebagai lini terdepan (front line) yang bergerak di
bidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu
aksesbilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk
rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta
penyedia data dan informasi

3

Sebagai
MINIATUR 

SLRT



MEKANISME KERJA PUSKESOS

SEKSI PENGADUAN, 

DATA DAN INFORMASI

SEKSI PENANGANAN 

KEMISKINAN BERBASIS 

PENDIDIKAN

SEKSI PENANGANAN 

KEMISKINAN BERBASIS SOSIAL 

EKONOMI

SEKSI PENANGANAN 

KEMISKINAN BERBASIS 

KESEHATAN/KEKERASAN ANAK 

DAN PEREMPUAN

REKOMENDASI

FASILITATOR 
SLRT 

PENERIMAAN KELUHAN MELALUI CALL CENTRE, 
MEDSOS DAN WHATSAPP

PUSKESOS

DESA/KEL 
- Selesai di tingkat 

desa ATAU

- Di rujuk ke SLRT 

kabupaten

KELUARGA 
PENERIMA 

MANFAAT (KPM)



RINCIAN BELANJA 
PUSKESOS , ADPD 

2019 (40 JUTA)  





Progres 

• Komitmen pelaksanaan semua program/kegiatan
menggunakan BASIS DATA TERPADU yang berada di SLRT
Dinas Sosial Kabupaten Bandung , dengan melakukan
updating data SIKS NG oleh 280 Puskesos Desa dan
Kelurahan

• menggunakan APBDes untuk keperluan penanggulangan
kemiskinan yang tidak tercover oleh Anggaran
Kabupaten/Provinsi/Pusat

• Sinergitas antara program pemerintah baik ditingkat
Kabupaten/Provinsi/Pusat dengan program/kegiatan yang
ada di tingkat desa



DOKUMENTASI 
KEGIATAN



IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN 

KELUHAN, SERTA 

RUJUKAN;



PERAN AKTIF DINAS KESEHATAN & TIM SLRT KABUPATEN 
BANDUNG SEBAGAI BAGIAN DARI PENANGANAN  

RUJUKAN SLRT 



PERAN AKTIF DINAS KESEHATAN & TIM SLRT KABUPATEN BANDUNG SEBAGAI 
BAGIAN DARI PENANGANAN  RUJUKAN SLRT 

Tengah Masyarakat Untuk Menyelesaikan Masalah Kesejahteraan Sosial “



SLRT DAN TRC KEMENSOS 
PENANGANAN PASIEN 

JIWA



EVAKUASI PASIEN 
OLEH PUSKESOS





VISIT LAPANGAN 





VISIT LAPANGAN



PENANGANAN ORANG TERLANTAR



PENANGANAN ANAK TERLANTAR 



PENANGANAN KASUS ANAK DARI KELUARGA 
TIDAK MAMPU KARENA LUKA BAKAR  



PENANGANAN MASYARAKAT TERLANTAR

1. Laporan Masyarakat kepada Fasilitator SLRT
2. Fasilitator melaporkan melalui Hotline Service SLRT
3. Unit Reaksi Cepat (URC) SLRT menjemput Orang Terlantar untuk dirawat di Rumah Sakit
4. Setelah sehat dirujuk ke Panti Jompo 

Tengah Masyarakat Untuk Menyelesaikan Masalah Kesejahteraan Sosial “



PENANGANAN MASYARAKAT DISABILITAS

1. LAPORAN MASYARAKAT KEPADA FASILITATOR SLRT
2. FASILITATOR MELAPORKAN MELALUI HOTLINE SERVICE SLRT SEKALIGUS MENGUNJUNGI PENYANDANG DISABILITAS 

DAN MELAKUKAN ASSESMENT (MISALNYA TIDAK MEMILIKI KIS, POLA PENGASUHAN, RUTILAHU, ALAT BANTU, DAN 
LAIN SEBAGAINYA)

3. MELAPORKAN KE SEKRETARIAT SLRT UNTUK DIRUJUK SESUAI KEBUTUHAN

Tengah Masyarakat Untuk Menyelesaikan Masalah Kesejahteraan Sosial “



PENANGANAN LANJUT USIA

Tengah Masyarakat Untuk Menyelesaikan Masalah Kesejahteraan Sosial “



PENANGANAN ORANG TERLANTAR SLRT 
DENGAN PUSKESOS DAN PKM

Tengah Masyarakat Untuk Menyelesaikan Masalah Kesejahteraan Sosial “



SEBELUM SESUDAH

PENANGANAN RUTILAHU 

Tengah Masyarakat Untuk Menyelesaikan Masalah Kesejahteraan Sosial “



LOKASI RUTILAHU 
BERDASARKAN 

TITIK KOORDINAT



MARET 
2018 



FASILITATOR SLRT



FASILITATOR ANGKATAN 
TERAKHIR 70 DESA

TAHUN 2018



PUSKESOS
DI KABUPATEN BANDUNG 

BERJUMLAH 280 TERDIRI DARI :
270 DESA DAN 10 KELURAHAN





FOTO KEGIATAN  FS DAN 
PUSKESOS PENDAMPINGAN  

KORBAN 





KOLABORASI PENANGANAN KEKERASAN 
TERHADAP ANAK



MEKANISME PELAPORAN KORBAN 
KEKERASAN SEKS PADA ANAK-ANAK

81

Keluarga kecil
memiliki

sepasang anak

Anak
mendapatkan

pendidikan yang 
layak

Terjadi kekerasan seks pada anak-anak
di bawa umur, sehinnga terjadi

Masalah dan dilaporkan ke SLRT

SLRT 
OFFICE

Identifikasi masalah oleh
petugas sakti peksos
yang ada di SLRT,
✓ Ternyata korban

hamil, petugas
melakukan
pendampingan
sampai melahirkan
dibuatkan SKTM
sampai ibu dan bayi
sehat
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Setelah ibu bayi cukup kuat dan bayi di 
pastikan sehat dan normal, disarankan 

serta di dampingi untuk di ikut sertakan 
di dalam ujian kesetaraan maupun 

mengikuti kursus lainnya dalam 
meningkatkan keterampilannya

( 6 BULAN S/D 1 TAHUN )

Sehingga di pastikan ibu 
bayi bisa memperoleh 

kesempatan yang sama 
dalam mengenyam 

pendidikan

Selain itu pendamping (Fas 
dan SV) SLRT mencermati 

kondisi keluarga korban, baik 
dari sisi lingkungan, 

kesehatan, ekonomi dan 
permasalahan sosial lain nya

Kemudian di rujuk 
untuk mendapatkan 

Berbagai bantuan 
komplementaris 

seperti   bantuan : 
KUBE WRSE,RTLH, KIS, 

KIP

Dan lain-lain



INFORMASI YANG TERDAPAT PADA DATA TERPADU

IDENTITAS RTS
▪ Nama Kepala RTS
▪ Alamat/SLS
▪ Desa
▪ Kecamatan
▪ Kabupaten/Kota
▪ Provinsi
▪ Jumlah Anggota RTS

KESEHATAN

▪ Jenis cacat

▪ Penyakit kronis menahun

▪ Status kehamilan wanita

▪ Penggunaan alat KB

PENDIDIKAN

▪ Partisipasi sekolah 

▪ Kelas/jenjang tertinggi

▪ Ijazah tertinggi

▪ Status sekolah 

(negeri/swasta)

DEMOGRAFI
▪ Nama anggota RTS
▪ Hubungan dengan Kepala RTS
▪ Jenis kelamin
▪ Tanggal Lahir
▪ Umur 
▪ Status perkawinan
▪ Kepemilikan kartu ID
▪ No. Induk Kependudukan (NIK)
▪ Akte/Buku Nikah
▪ Akte Cerai
▪ Akte Kelahiran

KEPESERTAAN PROGRAM

▪ PKH

▪ Rastra

▪ Jamkesmas

▪ Asuransi kesehatan lain

▪ Jamsostek

▪ KKS

▪ KIP

▪ BPJS/KIS

KEPEMILIKAN ASET

▪ Mobil
▪ Sepeda Motor
▪ Perahu Motor
▪ Kapal Motor
▪ Sepeda
▪ Perahu
▪ Lemari es
▪ Tabung gas
▪ Penguasaan lahan
▪ Kepemilikan ternak
▪ Emas
▪ HP
▪ TV

PERUMAHAN

▪ Status penguasaan 

bangunan tempat tinggal

▪ Luas lantai

▪ Luas bangunan

▪ Jenis lantai

▪ Jenis dinding

▪ Jenis atap

▪ Sumber air minum

▪ Cara memperoleh air 

minum

▪ Sumber penerangan

▪ Kelas daya listrik terpasang

▪ Bahan bakar/energi 

memasak

▪ Tempat buang air besar

▪ TPA tinja
▪ Kamar tidur
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PERAN PUSKESOS DALAM PENDATAAN BDT 
DAN BPNT 2018 (Aplikasi SiksNG)



Admin 
Pusdatin

Data KSTN

85

SIKS-NG Verivali
(BANSOS PANGAN & DT PPFM)

Operator 
SIKS Di 

Puskesos
Desa A Desa B Desa C

DISTRIBUSI 
SIKS OFFLINE

2

kirim
prelist 
hasil
update

4

3

Pengumpul
Data Desa

(FS dan 
anggota 

Pusk) 

cetak 
prelist

home
visit

home
visit

6
UPLOAD DATA KE 
SIKS ONLINE

7

MONITOR & 
PENETAPAN DATA

KIRIM 
DATA 
HASIL 
UPDATE

5

UNDUH 
SIKS OFFLINE

SUPERVISOR 
KAB/KOTA

1

Kab/Kota

Himbara Kirim perubahan data 
ke Himbara

SIK
S-N

G
 O

fflin
e

SIK
S-N

G
 O

n
lin

e

PUSKESOSPUSKESOSPUSKESOS

BABINKAMTIBMAS /DESA/KELURAHAN 

BABIN KAMTIBMAS
DI 

241/DESA/KELURAHAN   



P u s k e s o s / Dinas Sosial 86

KEGIATAN DI LINGKUP KAB/KEC/DESA

86

Pengolahan
Data

• Pemeriksaan
• Entri Data: 

metode
offline

• Data Cleaning

SIKS-NG
Offline/ 
Mobile

Musdel /Muskel 

Hasil

Verivali

Penduduk dalam
Exclusion Error

Data Usulan baru RUTA

DESA / 
KELURAHAN
/PUSKESOS

Prelist awal

Mendaftarkan diri
secara aktif

DATA TERPADU 
PFM&OTM

Puseksos membuat 
Jadwal verivali BDT, 
BPNT dalam Jangka 

waktu 6 bulan

Persiapan Pelaksanaan /Home 
Visit 

p

u

s

k

e

s

o

s

SIKS-NG
ONLINE

SLRT PK 
SABILULUNGAN 

SIKS-NG 
Online/ 
Mobile

SIKS-NG 
Mobile

SIKS-NG 
Mobile

BABIN
KAMTIBMAS1 2

1. Diskusi Prelist
BDT dan BPNT

2. Personal 
3. Sarana 

/Prasarana
4. Insentif 
5. Koordinasi 

dengan RT RW 
dan Babin 

6. Dokumentasi 

BABIN
KAMTIBMAS

Verivali
Hasil

Verivali

- lokasi (koordinat)
- durasi wawancara
- fotokopi KTP
- fotokopi KK
- foto rumah tampak 

depan, dalam, 
kamar, toilet dan 
belakang

1.Penetapan
verivali  Perbulan

2. Penetapan status
Ruta Meninggal, 
Pindah , tidak 
ditemukan 

3. Di buat Berita
Acara 

3



APLIKASI VALIDASI APLIKASI SIMPKH DATA BAYAR (SPM)DATA AWAL/BDT 

REKONSILIASI 
PEMBAYARAN

PEMUKTAHIRAN VERIFIKASI

LAPORAN

ALUR PROSES DATA PKH 

8
7

Targeting
PENETAPAN SK 

PERDIRJEN 



PETUGAS 
VERIVALI/PUSKESOS



BAHAN RAKOR 



VERIVALI 







PUSKESOS 1.  

ONE PUSKESOS ONE 
PRUDUCT
ONE PUSKESOS ONE 
REINVEINTING 
ONE PUSKESOS ONE 
KUBE 

PUSKESOS TERSEBAR DI 270 
DESA DAN 10 KELURAHAN 









PUSKESOS 
RANCAEKEK 

. 





PUSKESOS ASSALAM



KEWIRAUSAHAAN PUSKESOS



KETUA 
PUSKESOS DESA 
BOJONGSOANG 



PUSKESOS 
BOJONG SOANG 



WIRAUSAHA SLRT PK 
SABILULUNGAN



ENTREPRENEURSHIP SLRT



SOSIALISASI SLRT KEPADA MASYARAKAT





KAOS PUSKESOS
2019 



DAMPINGAN KUBE TERNAK DOMBA OLEH PUSKESOS DAN 
FASILITATOR



PEMERINTAH DAERAH BERKOMITMEN UNTUKMENYEDIAKAN SUMBER

PENDANAAN YANG KEBERPIHAKAN TERHADAP KELANJUTAN PROGRAM

SLRT DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PELAYANAN PENCAPAIAN PENANGANAN

KELUHAN DAN RUJUKAN SELAMA INI

KOMITMEN 
EXIT 

STRATEGY  
2019 



RTRW

RPJP/M 

D

PEMBANGUNAN 

DAERAH

RAD TPB 34 

PROVINSI



SDGs

• TANPA KEMISKINAN

• TANPA KELAPARAN

• KESEHATAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN

• PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

• KESETARAAN GENDER



SAPRAS PUSKESOS



PUSKESOS 
PAJAR LAKSANA









PUSKESOS DESA RAWABOGO
KECAMATAN CIWIDEY



PUSKESOS DESA SUKAMUKTI 
KECAMATAN KATAPANG 







PUSKESOS 
GAMBUNG 
WALAGRI 



SEKRETARIAT PUSKESOS 









PUSKESOS 
BUMI 

HARMONI













PUSEKESOS ASSALWA





PERAN AKTIF 
KEPALA DESA



PERAN AKTIF 
KEPALA DESA 





KEPALA DESA 
SUKAMAJU



SINERGITAS SLRT, PUSKESOS 
DENGAN P2TP2A



UPAYA MENDEKATKAN AKSES LAYANAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL 
BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

DI KABUPATEN BANDUNG



PRINSIP REKRUTMEN DAN PENEMPATAN SUMBER DAYA MANUSIA UNSUR

PENYELENGGARA SLRT . MANAGER, TA, SUPERVISOR, FASILITATOR DAN

PUSKESOS DIDASARKAN PADA ASAS KETERBUKAAN, MENGUTAMAKAN

SUMBER DAYA LOKAL, KESEMPATAN YANG SAMA, MEMPERTIMBANGKAN

KUALIFIKASI, DAN MENDORONG KETERLIBATAN PEREMPUAN.

PERMENSOS 
15 TAHUN 

2018

30 %

1



PUBLIKASI  DOKUMENTASI 
KEGIARTAN  SLRT DAN PUSKESOS



PUBLIKASI MEDIA MASSA CETAK





PUBLIKASI MEDIA MASSA (ELEKTRONIK)



NEW 



PUBLIKASI MEDIA MASSA
“PENYERAHAN KURSI RODA OLEH BUPATI PADA HARI JADI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 

BERDASARKAN KELUHAN MASYARAKAT DISABILITAS MELALUI SLRT”

Tengah Masyarakat Untuk Menyelesaikan Masalah Kesejahteraan Sosial “



DIRJEN 
LINJAMSOS 





KETUA 
FORUM 

PUSKESOS
KABUPATEN 
BANDUNG



PARA KETUA PUSKESOS
KABUPATEN BANDUNG 





PUSKESOS 
IN 

HOSPITAL 





UNIFORM PUSKESOS











PUSKESOS 
KENCANA 

BHAKTI













PUSKESOS 
MEKARPAWITAN 



KUNJUNGAN SETNAS 



















3 PILAR UNSUR 
PENYELENGARA 

SLRT : SV. FS. 
PUSKESOS



NOBAR 
PREMAN 
PENSIUN 





























PENANGANAN ORANG 
TERLANTAR 





PUSKESOS 
DESA BUAH 

BATU





KEGIATAN FASILITATOR 
KONSOLIDASI DENGAN 

KETUA PUSKESOS


